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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis  
bagaimanakah kekuatan hukum surat perjanjian dibawah tangan serta 
implementasinya dalam pembuktian dan untuk menganalisis upaya penyelesaian 
wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan  CV. Sherpa 
Konstruksi di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kenyataan dalam mayarakat dengan 
mengambil data berdasarkan kenyataan para respondensi di lokasi penelitian.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum surat perjanjian dibawah tangan 
dalam pembuktian dipersidangan lemah, dikarenakan tidak mengikat pihak ketiga 
yang atas pengakuan dari pihak kedua bahwa pihak ketigalah penyebab 
wanprestasinya. maka dari itu dibutuhkan alat bukti lain untuk memperkuat surat 
perjanjian dibawah tangan tersebut didalam persidangan. Upaya penyelesaian 
wanprestasi yang dilakukan UD. Dedi Putra selaku pihak Pertama atas wanprestasi 
yang disebabkan CV. Sherpa Konstruksi dalam hal ini merupakan pihak ketiga yaitu, 
sudah menempuh jalur Arbitrase (Non Litigasi) namun tidak menghasilkan solusi, 
maka tindakan selanjutnya seharusnya melalui jalur Litigasi (Pengadilan), dengan 
memenuhi alat bukti yang lengkap dan akurat, agar dapat dibuktikan dimuka 
persidangan dan memiliki kekuatan Hukum yang sempurna.  
 
 
Kata kunci: Upaya Penyelesaian, Wanprestasi, Perjanjian, Pembuktian. 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this essay writing is to know and to analized how strong the force of 
law of unlegalized agreement also it implementation on verification and to analized 
closure effort of default in work agreement between UD. Dedi Putra with CV. Sherpa 
Konstruksi in Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko. This 
research is using juridical sosiologic law research method, which is mean this 
research intend to expose the fact in society by taking data base on respondence 
testimony on research location. The result from this research shows that the force of 
law of unlegalized agreement used on court of law verification is weak, it caused that 
it doesn’t binding the third company as on second company testimony who caused 
the default in a first place. So it need another evidence to strengthen that unlegalized 
agreement in a court of law. The closure effort that UD. Dedi Putra takes as the first 
company on the default that CV. Sherpa Konstruksi caused as the second company is 
trough arbitration ( Non Litigation), however it didn’t end with  any result, so the 
next mores is through ligitation way ( court of law ), with fulfilling the full and 
accurate evidence, so it can be wed to proved at the court of law and has the full 
force. 
 
Keyword : Closure effort, Default, Agreement, Verification. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Hukum perjanjian dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dibutuhkan, 
karena dalam setiap interaksi antara individu dengan individu, individu dengan 
badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum sangat erat kaitannya 
dengan suatu kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu contoh dari suatu 
hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mana pasti akan melahirkan 
suatu hak dan kewajiban. Suatu hak dan kewajiban biasanya akan dituangkan di 
dalam suatu akta atau surat perjanjian. Surat perjanjian berdasarkan asas 
kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
yang berbunyi; 
“para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu 
perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya.” 
 
Meskipun demikian, adanya asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh 
melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata diatur dalam Pasal 1320 - Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Dalam perjanjian pekerjaan yang diadakan oleh UD. Dedi Putra 
dengan CV. Sherpa Konstruksi adalah jenis  akta perjanjian di bawah tangan. 
Dengan demikian, selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum untuk 
  
 
melakukan perjanjian di bawah tangan, maka perjanjian tersebut memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang 
membuatnya. 
 Diantara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi telah terjadi 
perbuatan hukum, yaitu suatu perikatan kerjasama dalam pekerjaan 
pembangunan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum). Perikatan adalah 
hubungan yang terjadi di antara dua atau lebih, yang terletak dalam harta 
kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib 
memenuhi prestasi.
1
 Di dalam perikatan ini pihak UD. Dedi Putra memiliki 
kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang didalam surat perjanjian 
tersebut berisi pengadaan tanah timbunan beserta pemadatannya pada 
pembangunan SPBU swastanisasi PT. Citra Nusa Persada Lestari, yang 
dilakukan oleh UD. Dedi Putra dan dimana pihak CV. Sherpa Konstruksi 
bertindak dan berbuat selaku pemborong pekerjaan pembangunan SPBU PT. 
Citra Nusa Persada Lestari tersebut.  
Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam 
tiga macam, yaitu:
2
 
a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa terteentu 
b. Perjanjian kerja/perburuhan; dan 
c. Perjanjian pemborongan pekerjaan. 
                                                          
       
1
 Mariam Darus Badrulzaman, 1994,  Aneka Hukum Bisnis, Bandung,  PT. Alumni, Hlm. 3. 
       
2
R. Subekti, 1995,  Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 57. 
  
 
Tentang isi perjanjian ini telah diutarakan diatas, yaitu bahwa pihak yang 
satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang 
lainnya untuk diserahkannya dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, 
dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.
3
 
Pembayaran pekerjaan adalah hak dari pihak kesatu yaitu CV. Sherpa 
Konstruksi. Pembayaran dilakukan secara bertahap oleh pihak kesatu kepada 
pihak kedua sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Total dana  dari pekerjaan yang 
telah di selesaikan sebesar Rp. 283.279.650,- dan yang sudah terbayar sebesar 
Rp. 155.000.000,- jadi sisa tagihan material dan lain-lainnya sejumlah           
Rp. 128.279.650,- sisa tagihan tersebut belum di selesaikan oleh  CV. Sherpa 
Konstruksi hingga saat ini.
4
 setelah penulis melakukan pra-penelitian pada 
kasus ini penulis mendapatkan informasi bahwa alasan pihak CV. Sherpa 
Konstruksi tidak melakukan pelunasan dikarenakan  pihak tersebut tidak  
mendapatkan uang pembayaran dari pihak PT. Citra Nusa Persada Lestari. 
Pihak UD. Dedi Putra juga telah mengirimkan surat peringatan jatuh tempo 
pembayaran pekerjaan yang harus diselesaikan, namun tidak di indahkan oleh 
pihak CV. Sherpa Konstruksi. Sehingga dalam perikatan tersebut pihak CV. 
Sherpa Konstruksi tidak memenuhi prestasi terhadap pihak UD. Dedi Putra, 
sedangkan pihak UD. Dedi Putra telah melaksanakan kewajibannya 
menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati. Dalam hal ini pihak CV. 
                                                          
        
3
Ibid, Hlm. 65. 
        
44
Dokumen Data Kontrak  Antara UD. Dedi Putra Dengan CV. Sherpa Konstruksi. 
  
 
Sherpa Konstruksi telah ingkar janji dalam pemenuhan haknya dan telah 
termasuk kedalam model wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi 
prestasi atau berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya. Sejauh yang 
diketahui oleh penulis pada saat ini UD. Dedi Putra telah  mengubah bentuk 
dan nama perusahaannya menjadi CV. Dedi Putra Karya.  
Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif 
dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan 
prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk 
melaksanakan prestasinya.
5
 Pada situasi normal antara prestasi dan kontra 
prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi 
tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut 
wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (Untuk prestasi 
memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). 
Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa: 
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah 
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.” 
 
Berdasarkan uraian  latar belakang, untuk mengetahui cara penyelesaian 
permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu karya  
                                                          
       
5
Agus Yudha Hernoko, 2009, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam  Kontrak Komersial, 
Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Hlm. 261. 
 
  
 
ilmiah dalam bentuk skripsi, yang berjudul: “Upaya Penyelesaian 
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Antara UD. Dedi Putra Dengan 
CV. Sherpa Konstruksi Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik 
Kabupaten Mukomuko.” 
B. Identifikasi Masalah: 
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pokok permasalahan yang 
akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah kekuatan hukum  surat perjanjian dibawah tangan antara 
UD. Dedi Putra Dengan CV. Sherpa Konstruksi? 
2. Upaya penyelesaian apakah yang dilakukan UD. Dedi Putra terhadap  
wanprestasi yang dilakukan CV. Sherpa Konstruksi dalam pelaksanaan 
perjanjian pekerjaan. 
C. Tujuan  dan  Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum surat 
perjanjian dibawah tangan dan implementasinya dalam perjanjian 
pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan  CV. Sherpa Konstruksi di 
Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.  
b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian apa yang 
harus dilakukan oleh UD. Dedi Putra dalam proses penyelesaian 
sengketa wanprestasi perjanjian pekerjaan yang dilakukan oleh CV. 
  
 
Sherpa Konstruksi di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik 
Kabupaten Mukomuko. 
2. Manfaat  Penelitian 
a. Secara Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam 
memperbanyak referensi ilmu di bidang Hukum Perdata Ekonomi 
khususnya cara penyelesaian sengketa wanprestasi  perjanjian 
pekerjaan. 
b. Secara Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 
jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau yang di hadapi 
dalam masalah Hukum Perdata Ekonomi khususnya mengenai cara 
upaya penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pekerjaan. 
D. Kerangka Pemikiran 
Untuk menganalisis berhubungan dengan skripsi maka dijabarkan 
beberapa konsep sebagai berikut: 
1. Pengertian Perjanjian 
Perjanjian diatur didalam Buku III Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Hukum Perjanjian sangatlah penting dan 
bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya hukum 
perjanjian dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat akan 
  
 
kepentingan dari  perjanjian yang dibuatnya dalam suatu perbuatan 
hukum.  
Bentuk perjanjian yang dapat dilakukan sangatlah banyak, ada 
bentuk tertulis maupun lisan. Kontrak atau contracts (dalam bahasa 
inggris) dan overeenkomst (dalam bahasa Belanda) dalam 
pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah 
perjanjian, meskipun demikian istilah kontrak untuk perjanjian yang 
sebenarnya memiliki arti yang hampir sama.
6
 Kontrak adalah 
peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk 
melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya 
secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang 
diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, 
sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang 
disebut perikatan (verbintenis). Dengan demikian, kontrak dapat 
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat 
kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah 
sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang 
sah.
7
 
Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subject, yaitu 
kesatu seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapatkan 
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beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau 
suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban 
itu.  
Subjek yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat 
umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, 
yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan 
hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan 
hukum yang sah.
8
 
Adapun rumusan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan Subekti, 
Perjanjian didefinisikan sebagai: 
9
 
“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” 
 
M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa : perjanjian adalah 
suatu hubungan hukum kekayaan / harta benda antara dua orang 
atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk 
memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain 
untuk menunaikan prestasi.
10
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Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa :  perjanjian 
merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda 
kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau 
dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak 
melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut 
pelaksanaan janji itu.
11
 
Abdul KadirMuhammad, menyimpulkan bahwa : perjanjian 
adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta 
kekayaan. 
12
 
Selanjutnya mengenai hubungan antara perjanjian dengan 
perikatan, Subekti menyatakan sebagai berikut:  
“Bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian 
adalah sumber perikatan, di samping sumber lain. Suatu 
perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan, karena kedua 
belah pihak itu setuju untukmelakukan sesuatu. Dapat 
dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) 
itu adalah sama artinya.” 13 
 
 
 
2. Pengertian Wanprestasi 
Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
yang dimaksud dengan prestasi adalah; Seseorang yang 
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menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan 
sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:
14
 
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan 
dilakukannya. 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 
sebagaimana dijanjikan. 
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 
d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh 
dilakukannya. 
Abdul Kadir Muhammad menyebutkan bahwa prestasi 
adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap 
perikatan.
15
 
Wanprestasi yaitu berasal dari bahasa Belanda, yang berarti 
prestasi buruk. Subekti, menyatakan bahwa:  
”Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang 
dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi” 
kealpaan atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar 
perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak 
boleh dilakukan.”16 
Munir Fuadi berpendapat bahwa wanprestasi disebut juga 
dengan beach of contract adalah tidak dilaksanakan prestasi atau 
kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak 
terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam 
kontrak yang bersangkutan.
17
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Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi 
berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun 
membayar biaya perkara. 
E. Keaslian Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil karya tulis penulis sendiri. 
Semua sumber, baik yang dikutip maupun yang telah penulis nyatakan dengan 
benar. Sepanjang yang diketahui, berdasarkan hasil penelusuran di 
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, maupun Perguruan 
Tinggi yang ada di Indonesia melalui jaringan internet maupun hasil penelitian 
lain dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, ataupun skripsi belum ditemukan 
penelitian yang mengkaji permasalahan tentang “Upaya penyelesaian sengketa 
Wanprestasi Perjanjian Pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa 
kontruksi di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko” 
dan apabila terdapat kesamaan dengan penelitian karya penulis lain maka dapat 
penulis nyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil penelitian penulis 
sendiri. Adapun beberapa judul penelitian yang sudah pernah dilakukan 
sebelumnya adalah:  
1. Ervan Afriansyah, NPM. B1A108012, Mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Bengkulu, Tahun 2003. Upaya Penyelesaian 
  
 
Wanprestasi Kredit Lunak antara PT. Pos Indonesia Cabang 
Bengkulu Dengan Mitra Binaan.
18
 Dengan rumusan masalah: 
a).  Apa sebab terjadinya wanprestasi perjanjian kredit oleh pihak 
debitur di PT. Pos Indonesia Cabang Bengkulu 
b). Bagaimana upaya penyelesaian apabila debitur melakukan 
wanprestasi pada perjanjian penyaluran kredit lunak yang 
terjadi antara PT. Pos Indonesia Cabang Bengkulu dengan 
Mitra Binaan? 
c). Apakah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian 
wanprestasi yang dilakukan Mitra binaan? 
Dalam penelitian ini, membahas mengenai penyebab terjadinya 
wanprestasi penundaan pembayaran yang dilakukan mitra binaan dan upaya 
penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia cabang bengkulu dalam 
menyelesaikan apabila debitur melakukan wanprestasi penundaan pembayaran 
dengan jenis penelitian Hukum Empiris. 
2. Kristin Rotua Sihite, NPM. B1A006018, Mahasiswa Fakultas 
HukumUniversitas Bengkulu, Tahun 2006. Upaya penyelesaian 
wanprestasi pada perjanjian kemitraan antara PT. Pupuk Sriwijaya 
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dengan mitra binaan di Propinsi Bengkulu.
19
 Dengan rumusan 
masalah: 
a).  Bagaimana pengaturan perjanjian kemitraan antara PT. Pupuk 
Sriwijaya dengan Mitra Binaan di Propinsi Bengkulu menurut 
peraturan perundang-undangan? 
b).  Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi perjanjian kemitraan 
antara PT. Pupuk Sriwijaya dengan Mitra Binaan di Propinsi 
Bengkulu menurut peraturan perundang-undangan? 
Dalam penelitian ini, membahas mengenai bagaimana pengaturan 
perjanjian kemitraan antara PT. Pupuk Sriwijaya dengan Mitra Binaan di 
Propinsi Bengkulu menurut peraturan perundang-undangan dan cara 
penyelesaian wanprestasi tersebut menurut perundang-undangan dengan jenis 
penelitian Hukum Normatif. 
3. Denny Hardianto Himawan, NPM 020507791, Mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2011. Upaya 
Penyelesaian Wanprestasi Yang Di Tempuh Para Pihak Dalam 
Pelaksanaan Perjanjian Penjualan Tiket Antara Agen dengan PO. 
Safari Dharma Raya Di Temanggung.
20
 Dengan rumusan masalah: 
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a).  Bagaimanakah upaya para pihak dalam menyelesaikan  
wanprestasi yang dilakukan oleh agen PO. Safari Dharma 
Raya dalam pelaksanaan perjanjian penjualan tiket? 
Dalam penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang 
menyebabkan pihak agen PO. Safari Dharma Raya tidak menerapkan sanksi 
terhadap wanprestasi dalam perjanjian penjualan tiket antara agen dengan PO. 
Safari Dharma Raya dengan jenis penelitian Hukum Empiris. 
Dari ketiga contoh tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis 
sangatlah berbeda. Karena penulis membahas tentang penyebab wanprestasi 
dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan antara UD. 
Dedi Putra dengan CV. Sherpa Kontruksi. Penulis meneliti  permasalahan  
tersebut dengan jenis penelitian Hukum Empiris, yang berlokasi di Desa Mekar 
Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian tentang upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian 
pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Kontruksi di Desa 
Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko merupakan 
jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini juga disebut penelitian 
kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif - analitis, 
                                                                                                                                                                     
 
  
 
yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan 
juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 
yang utuh.
21
 
Merry Yono menyebutkan bahwa: 
22
 metode penelitian empiris 
adalah penelitian hukum sosiologis (sosio legal research), yang 
menggunakan sumber data primer dan sekunder, menggunakan pola 
penelitian ilmu-ilmu sosial. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian 
hukum empiris dalam penelitian ini yaitu agar penulis dapat terjun 
langsung kelapangan untuk observasi (mengamati) dan mewawancarai 
langsung para pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut, hal ini 
bertujuan agar penulis mendapatkan data primer secara fakta, lalu dapat 
diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan 
menuangkannya dalam bentuk skripsi. Karena penelitian hukum empiris 
lebih menekankan segi observasi dan menggali pengalaman masyarakat 
yang bermaksud untuk memperkaya kemungkinan perkembangan ilmu 
hukum yang tidak bisa dilakukan secara normatif.
23
 
2. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk mengungkap kenyataan dalam mayarakat dengan 
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mengambil data berdasarkan kenyataan para respondensi di lokasi 
penelitian.
24
 
Alasan penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis 
sosiologis yaitu sesuai dengan jenis penelitiannya yang bersifat hukum 
empiris, dimana dalam suatu penelitian ini penulis diharapkan dapat 
mengamati secara langsung gejala yang terjadi di masyarakat dan 
mengambil data berdasarkan kenyataan para respondensi dilokasi 
penelitian. Sehingga pendekatan penelitian yuridis sosiologis ini sangat 
sinkron dengan jenis penelitian hukum empiris, dimana penulis dituntut 
untuk terjun langsung kelapangan dalam penambilan data penelitian di 
lokasi penelitian yang berada di Desa Mekar Mulya Kecamatan  Penarik 
Kabupaten Mukomuko. 
 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek penelitian 
dengan ciri yang  sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, 
benda (hidup atau mati), gejala-gejala, tingkah laku-tingkah laku, 
pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, waktu, atau 
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tempat, alat-alat pengajaran, cara-cara dan sebagainya, dengan ciri 
dan sifat yang sama. 
25
 
Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh 
pihak yang terkait dalam  sengketa wanprestasi perjanjian antara 
UD. Dedi Putra dan CV. Sherpa Kontruksi beserta para saksi. 
b. Sampel 
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. 
Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan 
terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. 
26
 
Dalam menentukan sampel pada penelitian ini penulis 
menggunakan teknik sampling; purposive sampling  yaitu 
mengambil subjek penelitian tidak secara keseluruhan dari subjek 
yang ada, tetapi hanya mengambil beberapa subjek yang 
mempunyai hubungan dan sangkut paut dengan  ciri-ciri populasi 
yang dapat mewakili dari keseluruhan subjek tersebut. Teknik ini 
dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, 
sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan 
jauh letaknya.
27
 
Adapun sampel pada penelitian ini adalah : 
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1).  Direktur/wakil UD. Dedi Putra. 
2).  Direktur/wakil CV. Sherpa Konstruksi. 
3) Saksi dalam pelaksanaan perjanjian. 
 
4. Data dan Sumber Data 
a. Sumber data primer 
Sumber data primer diperoleh secara langsung dari informan 
sehingga dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari 
wawancara yang akan di lakukan pada informan dan saksi-saksi 
dalam perjanjian tersebut. 
b. Sumber data sekunder  
Untuk mendukung data primer maka diperlukan pengumpulan 
data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). 
Data sekunder adalah data yang telah ada dalam masyarakat dan 
lembaga tertentu dalam bentuk tertulis, yaitu peraturan perundang-
undangan, buku-buku, jurnal, dokumen (surat perjanjian), atau 
media massa seperti surat kabar, majalah dan sebagainya. 
28
 
5. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data yang diperoleh dari:  
a. Data primer  
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
lapangan. Dalam pengambilan data primer ini dilakukan cara:  
1) Observasi (pengamatan)  
Observasi merupakan suatu proses yang komplek, 
suatu proses  yang tersusun dan pelbagai proses biologis 
dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah 
proses-proses pengamatan dan ingatan.
29
 
Teknik observasi ada dua macam yaitu teknik 
observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. 
Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik 
observasi langsung yaitu; teknik pengumpulan data 
dimana peneliti mengadakan pengamatan secara 
langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek  
yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam 
situasi yang sebenarnya maupun dilakukan didalam 
situasi buatan, yang khusus diadakan. 
30
 
2) Wawancara  
Wawancara adalah cara untuk memperoleh 
informasi dengan bertanya langsung pada yang di 
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wawancarai. Wawancara merupakan suatu proses 
interaksi dan komunikasi.
31
 
Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terarah 
(directive interview) yaitu; dalam wawancara ini terdapat pengarahan atau 
struktur tertentu seperti;
32
 ada rencana dalam pelaksanaan wawancara, 
mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban, memerhatikan 
karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai, membatasi aspek-
aspek masalah yang diperiksa, mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah 
dipersiapkan terlebih dahulu. 
Alasan penulis menggunakan teknik wawancara terarah (directive 
interview) ini yaitu agar memudahkan penulis dalam melakukan wawancara 
terhadap responden, karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan terlebih 
dahulu. 
 
b. Data sekunder  
Data sekunder diperoleh dengan mempelajari perundang-
undangan, literature dan dokumen yang berkaitan dengan pokok 
masalah yang diteliti, data sekunder dapat dilakukan  dengan cara 
studi dokumen atau kepustakaan. 
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Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan 
mengumpulkan dan memeriksa atau menelurusi dokumen-dokumen 
atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan 
yang dibutuhkan oleh peneliti.
33
 
6. Tekhnik Pengolahan Data 
Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder 
dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasa, kemudian 
diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab 
atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Dalam 
penelitian ini data yang diperoleh penulis akan diolah dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut : 
a. Editing 
Hal ini dilakukan setelah semua data yang penulis 
kumpulkan melalui wawancara atau instrumen lainnya. 
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa 
kembali semua jawaban dari responden tersebut satu persatu. 
memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk 
menjamin apakah sudah dapat di pertanggung jawabkan 
sesuai kenyataan. 
34
 
7. Tekhnik Analisis Data 
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Setelah seluruh data selesai diklasifikasikan, maka selanjutnya 
dilakukan analisis hasil. Uraikan mengenai cara menganalisis, yaitu 
bagaimana memanfaatkan data yang telah tersusun tersebut untuk 
dipergunakan dalam menjawab masalah sekaligus memenuhi tujuan 
penelitian.
35
 
Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder 
dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data-data 
tersebut dianalisis secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode 
analisa kualitatif  adalah; suatu tata cara penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 
tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan 
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
36
 
Berdasarkan analisis data tersebut selanjutnya diuraikan secara 
sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang 
dilaporkan dalam bentuk skripsi 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 
1. Perjanjian dan Perikatan 
Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan  hukum  
yang mempunyai akibat hukum. Dengan perbuatan tersebut, para 
pelakunya akan terikat dalam suatu hubungan hukum dan memperoleh 
seperangkat hak dan kewajiban di dalamnya.
37
 
Mengenai perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-
Undang HukumPerdata, yaitu: 
“ suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih 
mengikatkandirinya terhadap satu orang atau lebih “ 
 
Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan 
kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, Perjanjian berisi 
Perikatan. Selengkapnya mengenai perikatan terdapat dalam Pasal 1233 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berisi: 
“ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena 
undang-undang “ 
 
Undang-undang hendak menegaskan, hak dan kewajiban perdata 
seseorang sebagai substasnsi perikatan itu bisa timbul karena perjanjian 
dan bisa juga timbul karena undang-undang. Dalam suatu perjanjian, para 
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pihak yang  menandatanganinya memang menghendaki adanya hubungan 
Hukum, menghendaki adanya perikatan di antara mereka.
38
 
Motivasi tindakan para pihak untuk membuat perjanjian pada 
dasarnya adalah untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang 
akan mengatur hubungan mereka. Dalam perjanjian, para pihak sengaja 
menegaskan bahwa mereka setuju untuk saling mengakui hak dan 
kewajiban masing- masing dalam sebuah hubungan hukum. Lahirnya hak 
dan kewajiban para pihak merupakan inisiatif para pihak sendiri, dan 
pihak-pihaklain diluar para pihak  tidak memiliki kendali atas hubungan 
hukum mereka. 
39
 
 
Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang 
menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap 
dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, 
perjanjian kawin, dan lain-lain.
40
 
Dalam arti sempit perjanjian di sini hanya ditujukan kepada 
hubungan- hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja 
seperti yang dimaksud oleh Buku II B.W. hukum perjanjian sebagai 
bagian dari pada  hukum perikatan,  sedangkan hukum perikatan adalah 
bagian dari hukum kekayaan. 
41
 
Hubungan yang timbul antara para pihak  di dalam perjanjian 
adalah hubungan hukum dalamlapangan hukum kekayaan. Karena 
perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum 
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kekayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa perjanjian menimbulkan 
perikatan.
42
 
2. Syarat Sahnya Perjanjian  
Untuk sahnya persetujuan- persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu:
43
 
a).  Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; 
b).  Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan; 
c).  Suatu pokok persoalan tertentu; 
d).  Suatu sebab yang tidak terlarang. 
 
Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena 
kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. sedangkan kedua syarat 
terakhir disebutkan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. 
Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas 
dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang 
melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan 
dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan 
causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan 
tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut 
hukum. 
44
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R. Subekti  memberikan penjelasan tentang keempat syarat sahnya 
perjanjian, yaitu:
45
 
a.  Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya 
Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan 
bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus 
bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang 
pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang 
dikehendaki oleh pihak satu, juga dikehendaki oleh pihak 
yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara 
timbal-balik. 
b.  Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan 
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut 
hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau 
aqilbaliq dam sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. 
Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat 
suatu perjanjian yaitu: orang-orang yang belum dewasa, 
mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan 
dalam hal-hal yang ditetapkan Undang-Undang telah 
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 
c.  Suatu pokok persoalan tertentu 
Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya 
apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah 
pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang 
dimaksudkan dalam perjanjian paling sdikit harus ditentukan 
jenisnya. 
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Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si 
berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh 
Undang-Undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal 
saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. 
d. Suatu sebab yang tidak terlarang 
Dengan sebab (bahasa belanda oorzak, bahasa Latin causa) 
ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi prjanjian. Dengan 
segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, 
bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan sseorang 
membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang 
dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan sebab yang halal 
itu.  
Sesuatu yang menyebabkan sesorang membuat suatu 
perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu 
perjanjian pada asasnya tidak dipedulikan oleh Undang-
Undang. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang 
berada dalam gagasan seseorang atau apa yang di cita-citakan 
seseorang, yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-
Undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. 
Jadi yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu 
perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri.  
 
3. Asas-Asas Perjanjian 
Asas adalah dasar yang dijadikan landasan berpikir atau 
berpendapat, atau dapat disebut sebagai hukum dasar. Sedangkan yang 
disebut asas hukum menurut R.M. Sudikno Mertokusumo, adalah: 
“Suatu pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar 
belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan 
  
 
dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan 
perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum 
positif dan dapat dketemukan dengan mencari sifat - sifat umum 
dalamperaturan kongkrit tersebut.” 46 
 
Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas pokok yang 
berkaitan dengan lahirnya perjanjian. Isi dan bentuk perjanjian, jenis 
perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian dan pelaksanaan dari suatu 
perjanjian.  
Asas pokok tersebut adalah : 
a.  Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas ini erat kaitannya dengan isi, bentuk dan jenis perjanjian 
yang dibuatnya. Menurut asas  ini, hukum perjanjian memberikan 
kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 
mengadakan atau membuat perjanjian yang berisikan apa saja, baik 
itu mengenai bentuknya maupun obyeknya dan jenis dari perjanjian 
tersebut asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, 
ketertiban umum dan kesusilaan. 
Adapun asas kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 
1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ayat (1) yang 
berbunyi: 
“ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai Undang- Undang bagi mereka yang 
membuatnya.” 
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Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan adanya asas 
kebebasan berkontrak, karena ada kata “semua” dapat diartikan 
bahwa diperbolehkan bagi masyarakat untuk membuat perjanjian 
mengenai apa saja baik yang sudah ada Undang-Undangnya 
maupun yang belum ada Undang-Undangnya.  
b.    Asas Konsensualisme 
Kata konsensualisme berasal dari kata “konsensus” yang 
berarti kesepakatan-kesepakatan tersebut mengandung arti bahwa 
diantara para pihak yang bersangkutan telah tercapai persesuaian 
kehendak. Asas konsensualisme ini menurut Subekti pada dasarnya 
perjanjian dan perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan 
sejak detik perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai 
hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.
47
 
Asas konsensualisme juga dapat disimpulkan dari Pasal 1320 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang menentukan tentang 
Syarat-syarat sahnya perjanjian. dalam pasal tersebut tidak 
disebutkan adanya formalitas tertentu disamping kesepakatan yang 
telah dicapai. sehingga dapat disimpulkan perjanjian itu sudah sah 
dengan adanya kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dalam 
perjanjian. 
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c.    Asas Kekuatan Mengikat ( Pacta Sunt Servanda ) 
Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat 
dalam pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
yang berbunyi: 
”semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 
membuatnya.” 
 
 Ayat (92) berbunyi: 
 “persetjuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali 
selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau 
karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang 
dinyatakan cukup untuk itu.” 
 
 Sehingga para pihak harus melaksanakan apa yang telah 
mereka sepakati bersama.bila ada pelanggaran dan penyimpangan 
oleh salah satu pihak dalam perjanjian akan berakibat pihak lawan 
dapat mengajukan tuntutan atas dasar ingkar janji.  
d.    Asas Itikad Baik 
Asas berkaitan dengan pelaksanaan dari suatu perjanjian. 
Berdasarkan asas ini, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan 
itikad baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa 
persetujuan - persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
  
 
Menurut Wiryono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan 
kepatutan adalah keseimbangan-keseimbangan dari kepentingan-
kepentingan anggota masyarakat. 
48
 
4. Unsur-Unsur Perjanjian 
Unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut : 
a.  Unsur Esensialia 
Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, 
tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian. Contohnya 
dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang 
dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga 
dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum 
karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. 
49
 
b. Unsur Naturalia 
Unsur Naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam Undang-
Undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak 
dalam perjanjian, maka Undang-Undanglah yang mengaturnya. 
Jadi, unsur naturalia merupakan unsur yang selalu dianggap ada 
dalam perjanjian.
50
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Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat 
tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam Burgerlijk 
Wetboek (BW) bahwa penjual yang harus menanggung cacat 
tersembunyi. 
c. Unsur Aksidentalia 
Unsur aksidentalia adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para 
pihak jika para pihak memperanjikannya. Contohnya klausul-
klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, yang 
bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian. 
51
 
5. Saat Lahirnya Perjanjian 
Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik 
tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak 
mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. 
Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak 
tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak 
sejurusan tetapi secara timbal-balik. Kedua kehendak itu bertemu satu 
sama lain.  
Penetapan lahirnya/timbulnya perjanjian telah menimbulkan 
beberapa teori, yaitu :
52
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a. Teori Pernyataan 
 Menurut teori ini, perjanjian telah ada, pada saat suatu 
penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. dengan 
kata lain, perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan 
penerimaan dalam wujud suatu tulisan.pada saat tersebut 
pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan 
akseptor saling bertemu. 
b. Teori Pengiriman 
 Dengan menetapkan, bahwa saat pengiriman jawaban 
akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang 
mempunyai pegangan yang relatif pasti mengenai saat 
terjadinya perjanjian.  
c. Teori Pengetahuan 
 Untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman, orang lalu 
menggeser saat lahirnya perjanjian sampai pada jawaban 
akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan. 
d. Teori Pitlo 
 Perjanjian lahir pada saat dimana orang yang mengirimkan 
jawaban secara patut boleh mempersangkakan (beranggapan) 
bahwa orang yang diberikan jawaban mengetahui jawaban itu. 
 
 
  
 
e. Teori Penerimaan 
 Sebagai jawaban atas kekurangan-kekurangan teori 
pengetahuan, maka muncullah teori yang lain, yaitu  teori 
penerimaan.disini saatditerimanya jawaban, tak perduli 
apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. 
Menentukan saat lahirnya sepakat. Yang pokok adalah saat 
surat tersebut sampai pada alamat sipenerima surat. 
6. Personalia Dalam Suatu Perjanjian 
Yang dimaksud dengan personalia disini adalah tentang siapa-siapa 
yang tersangkut dalam suatu perjanjian.Menurut pasal 1315 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, pada umumnya tiada seseorang pun 
dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya 
suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas 
kepribadian suatu perjanjian. 
53
 
Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-keajiban atau 
menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu 
janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat 
menuntut sesuatu.
54
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7. Pengertian Prestasi 
Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam 
setiap perikatan. Menurut ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk 
berbuat sesuatu. Dengan demikian, wujud prestasi itu adalah memberikan 
sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
55
 
Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan 
tanggung jawab, artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya i 
sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut 
ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun yang aka nada 
menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Jaminan 
semacam ini disebut jaminan umum.
56
 
8. Wanprestasi Pada Umumnya  
Dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
diterangkan bahwa tiap-tiap perikatanuntuk berbuat sesuatu, atau untuk 
tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, 
mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggntian 
biaya, rugi, dan bunga.  
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Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya 
hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak  yang melakukan 
wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum 
diharapkan agar tidak ada satupun yang dirugikan karena wanprestasi 
tersebut. 
Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :
57
 
a) Kesengajaan; 
b) Kelalaian; 
c) Tanpa kesalahan ( tanpa kesengajaan atau kelalaian ) 
Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi 
prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk 
dilaksanakannya.model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai 
berikut:
58
 
a) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi 
b) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi 
c) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. 
d) Wanprestasi keliru memenuhi prestasi 
e) Wanprestasi melakukan yang tidak boleh dilakukan dalam  
perjanjian. 
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9. Akibat Wanprestasi Pada Umumnya. 
Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak 
memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya 
kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat hukum 
atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.  
Pertama-tama sebagai yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 
dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur 
berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-
ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur 
baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu,untuk melakukan sesuatu 
ataupun tidak melakukan sesuatu. 
Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, 
maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang 
ketiga adalah, bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, 
maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut 
pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti  
rugi. Tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk 
tetap menuntut pemenuhan. 
59
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10. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi  
Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan 
wanprestasi hal-hal sebagai berikut;
60
 
a) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur. 
b) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi, kepada 
debitur (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 
c) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya 
mungkin kerugian karena keterlambatan ( HR 1 November 
1918). 
d) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian. 
e) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi 
kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda. 
11. Dasar Hukum dan Pengertian Somasi 
Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari 
ingerbrekes telling. Somasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada 
siberutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi 
perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul 
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disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan 
diperjanjikan.
61
 
Ada tiga cara terjadinya somasi, yaitu; 
a) Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, 
b) Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah 
dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan dua 
macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama 
sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak 
melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak 
mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan 
menolaak memberikan prestasi. 
c) Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna 
bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan. 
B. Tinjauan Umum Tentang Pola Penyelesaian Sengketa di bidang 
Kontrak/Perjanjian 
 
1. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa 
Pada dasarnya setiap perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak harus 
dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namunm dalam 
kenyataannya kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar.  Pola 
penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua maca, yaitu melalui 
pengadilan (litigasi) dan alternatif penyelesaian sengketa ( non litigasi). 
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Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola 
penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan 
oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian 
sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 
disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara 
konsultasi, negoisasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 
ayat (100 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa). Apabila mengacu dengan 
Undang-Undang tersebut maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR 
dibagi menjadi lima cara, yaitu; 
62
 
1) Konsultasi, 
2) Negoisasi, 
3) Mediasi, 
4) Konsilisasi, 
5) Penilaian ahli. 
2. Litigasi  
Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa 
diritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya yaitu para 
pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua 
pilihan yang bertentangan.  
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Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan 
kekurangannya dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya 
yaitu;
63
 
a) Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi 
sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa 
kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat 
menjamin ketentraman sosial; 
b) Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai 
kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan. 
c) Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan 
memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk 
didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan; 
d) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat  untuk penyelesaian 
sengketa pribadi; 
e) Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai 
masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk 
menyelesaikan sengketa.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa litigasi tidak hanya 
menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk 
ketertiban umum, yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit 
maupun implisit.  
3. Arbitrase (Non Litigasi) 
Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
telah dicantumkan pengertian arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian 
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sengketa perdata diluar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian 
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Unsur-
unsur arbitrase yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999, yaitu;
64
 
a) Penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, 
b) Berdasarkan perjanjian arbitrase, 
c) Bentuk perjanjian tertulis, dan 
d) Disepakati para pihak. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian 
 Pada keseluruhan tahap persidangan perkara perdata, pembuktian 
merupakan hal yang bersifat spesifik Karena pada tahap pembuktian para pihak 
diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum 
yang menjadi pokok perkara. 
Pembuktian itu harus dilakukan secara yuridis, artinya menyajikan fakta-
fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan keyakinan bagi hakim 
tentang kepastian hukum suatu peristiwa/hubungan hukum. Pembuktian 
mengandung beberapa pengertian berikut ini;
65
 
1. Pembuktian logis, adalah pembuktian yang memberi kepastian yang 
bersifat mutlak, artinya tidak dimungkinkan lagi adanya bukti dari 
lawan. Kepastian yang diperoleh bersifat logis. Pembuktian 
dilakukan berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang 
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dikenal dalam ilmu pengetahuan, yang kepastiannya bukan karena 
pembuktian tetapi secara langsung dengan pengamatan. Misalnya, 
dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dan dapat dibuktikan 
bahwa dua kaki segitiga tidak mungkin sejajar. 
2. Pembuktian konvensional, artinya pembuktian itu memberikan 
kepastian yang relatif, yang mempunyai tingkatan-tingkatan berikut 
ini 
a. Kepastian yang berdasarkan atas perasaan belaka. Karena 
didasarkan atas perasaan, maka kepastian iti bersifat intuitif 
yang disebut conviction intime. 
b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang 
disebut conviction raisonnee. 
 
3. Pembuktian yuridis, berarti  pembuktian yang memberi dasar-dasar 
yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang 
bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran 
peristiwa yang diajukan.  Pembuktian yuridis tidak menuju 
kebenaran mutlak. Menurut ilmu hukum  tidak mungkin adanya 
pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang 
serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Pembuktian 
yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpekara. Hal ini dan 
tidak pernah cukup dengan pembuktian yang berdasarkan perasaan 
serta  tidak pernah cukup dengan berdasarkan kepastian ilmiah.  
Oleh karena itu, keberadaannya diantara kedua-duanya dan 
tergantung pada bobot penilaian masyarakat. 
 
 
  
 
BAB III 
KEKUATAN HUKUM SURAT PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN 
ANTARA UD. DEDI PUTRA DENGAN CV. SHERPA KONSTRUKSI 
 
A. Pengertian Perjanjian Dibawah Tangan 
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 
orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan 
suatu hal.  Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau 
lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan 
sumber terpenting yang melahirkan perikatan.     
   Pada dasarnya dibuatnya surat perjanjian antara UD. Dedi Putra dengan 
CV. Sherpa Konstruksi, agar dikemudian hari dapat dijadikan sebagai alat bukti 
apabila diantara salah satu pihak melakukan sebuah pelanggaran terhadap isi 
dari perjanjian tersebut, karena hal ini sering terjadi di dalam masyarakat pada 
saat sekarang, banyak yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang dalam hal 
ini adalah suatu perjanjian tanpa membuat suatu surat perjanjian, hal ini terjadi 
pada umumnya karena adanya saling percaya dan itikad baik terhadap 
seseorang yang telah di anggap sebagai sahabat maupun masih ada hubungan 
keluarga, sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan 
dikemudian hari, tentu dapat melemahkan dalam hal pembuktian bagi pihak 
yang telah dirugikan karena tidak mempunyai alat bukti yang dalam hal ini 
surat perjanjian.          
  
 
Dalam suatu perikatan biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan  
tertulis sebagai alat bukti dari  antara dua orang atau lebih yang telah membuat 
perjanjian. Surat perjanjian antara CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi 
Putra tergolong di dalam alat bukti surat, alat bukti ini dimaksudkan untuk 
membuktikan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang 
bersengketa ini, Sebagai alat bukti tertulis, surat dibagi dua, yaitu surat yang 
merupakan akta dan yang bukan akta, sedangkan akta itu sendiri terbagi lagi 
dalam akta auntentik dan akta dibawah tangan.  
Akta auntentik adalah
66
 suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh 
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang 
untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang 
HukumPerdata). Sedangkan akta di bawah tangan atau onderhands acte adalah 
akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, 
melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan 
perjanjian, misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian sewa-menyewa. 
67
 
Akta disini merupakan surat yang diberi tanda tangan oleh kedua belah 
pihak yang melakukan hubungan hukum dan memuat mengenai suatu peristiwa 
hukum yang dapat dijadikan sebagi bukti di kemudian hari apabila terjadi 
sengketa di antara kedua belah pihak, berdasarkan keterangan tersebut, maka 
surat perjanjian antara CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi Putra 
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merupakan sebuah akta karena untuk dapat di golongkan menjadi sebuah akta, 
maka harus di buat secara tertulis dan di lakukan penandatnganan antara kedua 
belah pihak 
Penandatanganan ini dimaksudkan bahwa kedua belah pihak mengerti 
dan setuju dengan semua isi yang telah di buat oleh kedua belah pihak, tanda 
tangan ini merupakan syarat mutlak dalam pembuatan suatu akta, baik akta 
otentik maupun akta dibawah tangan, tanda tangan dapat juga dikatakan sebagai 
sebuah ciri oleh kedua belah pihak sehingga dapat diketahui perbedaan antara 
sebuah akta dengan akta yang lain. 
 
B. Pembuktian Surat Dibawah Tangan dan Kekuatan Hukumnya 
Dalam hal terjadi sengketa antara kedua belah pihak, surat perjanjian ini 
merupakan suatu alat bukti dalam suatu pembuktian, pada tahap pembuktian 
ini, kedua belah pihak yang bersengketa di berikan kesempatan yang sama 
mengajukan alat-alat bukti bukti, alat bukti inilah yang dapat membuktikan 
tentang telah terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan hukum di antara kedua 
belah pihak. 
Pada pihak UD. Dedi Putra yang apabila ingin mengajukan gugatan, tentu 
saja alat bukti ini menjadi hal yang sangat penting agar dapat memperkuat 
pernyataan mereka tentang telah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh 
CV. Sherpa Konstruksi. 
  
 
Untuk menunjukkan bukti bahwa pihak CV. Sherpa Konstruksi telah 
melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian yang telah di buat dan tidak 
memenuhi hak yang seharusnya di dapat oleh pihak UD. Dedi putra, maka 
harus memiliki bukti yang di rasa cukup. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata, 
alat pembuktian meliputi :   
1. Alat bukti tertulis/surat 
2. Alat bukti saksi 
3. Alat bukti persangkaan 
4. Alat bukti pengakuan 
5. Alat bukti sumpah 
Alat bukti tertulis dapat dikatakan merupakan suatu alat bukti yang utama 
dalam hukum acara perdata jika di bandingkan dengan alat bukti yang lain, 
karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yang berarti 
alat bukti tertulis ini sengaja di buat untuk dijadikan suatu alat bukti apabila 
terjadi sengketa antara kedua belah pihak di kemudian hari. 
Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa surat perjanjian yang dilakukan 
oleh CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi Putra merupakan suatu akta 
dibawah tangan karena tidak dibuat didepan pejabat umum yang berwenang dan 
ditanda tangani sendiri oleh kedua belah pihak, pada dasarnya akta dibawah 
tangan ini merupakan suatu bentuk asas kebebasan berkontrak yang 
membebaskan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian membuat isi dan 
  
 
bentuk dari suatu perjanjian, dengan catatan tidak melanggar syarat-syarat 
sahnya suatu perjanjian. 
Sebuah akta di anggap perlu, dipertegas di dalam buku djamanat samosir 
yang memuat fungsi dari sebuah akta:
68
 
a) Mempunyai fungsi formil artinya untuk lengkapnya atau 
sempurnanya suatu perbuatan hukum harus dibuat akta, disini akta 
mempunyai arti sebagai syarat formil untuk adanya suatu perbuatan 
hukum. Misalnya Pasal 1610 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 tentang 
perjanjian, yang diisyaratkan adanya akta dibawah tangan. 
b) Mempunyai fungsi sebagai alat bukti artinya akta yang sengaja 
dibuat sejak awal untuk pembuktian di kemudian hari 
Hal ini mempertegas bahwa sangat diperlukannya sebuah akta dalam 
sebuah perbuatan hukum, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan. 
Dalam hal surat perjanjian yang telah di buat oleh pihak CV. Sherpa Konstruksi 
dengan UD. Dedi Putra yang tergolong didalam akta di bawah tangan, 
memegang suatu peranan yang penting apabila terjadi sengketa antara kedua 
belah pihak, ini di dasarkan dengan di tempatkannya alat bukti tertulis di urutan 
pertama di dalam suatau alat pembuktian, akta di bawah tangan ini dapat dibagi 
menjadi 3 macam, yaitu:
69
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1. Akta dibawah tangan dimana ditandatangani oleh kedua belah pihak 
di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum),  
2. Akta dibawah tangan yang di daftarkan oleh notaris yang 
berwenang,  
3. Akta yang dilegalisasi oleh notaris.  
 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dedi K bahwa, 
surat perjanjian antara CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi Putra, tidak 
pernah di daftarkan maupun di legalisasi oleh notaris, disini ada perbedaan di 
antara akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh notaris maupun akta yang di 
daftarkan kepada notaris, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris di 
buat oleh para pihak sendiri, pada akta ini mempunyai tanggal yang pasti dan 
tanda tangan para pihak benar di tanda tangan sendiri oleh para pihak sehingga 
para pihak tidak lagi dapat mengatakan tidak pernah menandatangani maupun 
mengetahui isi dari akta tersebut, karena sebelum di tandatangan oleh para 
pihak, notaris sebelumnya telah membacakan isi dari akta tersebut dan notaris 
ikut tanda tangan di dalam akta tersebut, yang sifatnya hanya melakukan 
legalisasi. 
Surat perjanjian antara CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi Putra 
dapat dikatakan merupakan akta di bawah tangan dimana ditandatangani oleh 
kedua belah pihak di atas materai, materai dalam hal ini memegang peranan 
penting di dalam pembuktian di kemudian hari, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 butir 
a Undang-undang no. 13 tahun 1985 tentang bea materai bahwa terhadap surat 
  
 
perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan 
sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang 
bersifat perdata. 
Materai ini mempunyai keterikatan dengan akta yang telah di buat para 
pihak apabila ingin dijadikan suatu alat pembuktian di kemudian hari, 
berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa apabila tidak 
adanya materai di dalam sebuah akta bukan berarti suatu perbuatan hukum 
tersebut tidak sah melainkan tidak memenuhi syarat sebagai alat pembuktian di 
dalam pengadilan, sehingga materai disini tidak hanya di gunakan sebagai pajak 
dokumen yang dibebankan negara untuk dokumen-dokumen tertentu melainkan 
juga sebagai syarat suatu akta dapat dijadikan alat pembuktian. 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Dedi, didalam pelaksanaan 
perjanjian di antara CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi Putra, ada 3 akta 
di bawah tangan bermaterai yang telah di buat yaitu;
70
 
1. Surat perjanjian pekerjaan yang di buat pada tanggal 02 Juni 2009 
2. Surat kesepakatan hasil kubikasi timbunan (lokasi timbunan SPBU 
PT. Citra Nusa Persada Lestari, yang dibuat pada tanggal 06 Juni 
2009 
3. Tagihan sisa pembayaran yang belum di lunasi oleh CV. Sherpa 
Kontruksi, yang dibuat pada tanggal 15 januari 2010. 
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Ketiga akta di bawah tangan ini memenuhi syarat sebagai alat pembuktian 
karena ketiga akta di bawah tangan ini di tanda tangani oleh para pihak dan 
memakai materai 6000, sehingga dalam telah terjadinya wanprestasi yang 
dilakukan oleh pihak CV. Sherpa Konstruksi, dan apabila ingin diselesaikan 
melalu jalur litigasi, maka ketiga akta ini dapat dijadikan bukti permulaan untuk 
di ajukan ke pengadilan. Fungsi akta sebagai alat bukti mempunyai tiga macam 
kekuatan pembuktian secara fungsional yang dikemukakan oleh Djamat 
samosir yaitu;
71
 
1. Kekuatan pembuktian lahir yaitu suatu surat yang dianggap secara 
lahiriyah tampil sebagai akta maka ia dianggap mempunyai 
kekuatan sebagai akta yang sah sepanjang tidak terbukti sebaliknya. 
Kekuatan bukti lahir adalah akta yang lahir tampak sebagai akta 
otentik dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentuan. 
2. Kekuatan pembuktian formil yaitu membuktikan tentang adanya 
suatu perbuatan/keadaan menurut hukum atau adanya suatu 
pernyataan. Kekuatan pembuktian formil didasarkan benar tidaknya 
dan ada tidaknya pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah 
akta. 
3. Kekuatan pembuktian materiil yaitu membuktikan tentang 
kebenaran isi dari suatu perbuatan atau pernyataan yang dimuat 
didalam akta itu. 
 
Dalam pembuktian terhadap penyelesaian secara litigasi, maka perlu 
terlebih dahulu memeriksa kebenaran suatu akta tersebut, akta di bawah tangan 
yang ditandatangani di atas materai ini perlu di uji kebenarannya karena tiap-
tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri, yaitu:
72
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a) Bukti mengikat dan menentukan, artinya meskipun hanya satu alat 
bukti, hakim telah cukup untuk memutus perkara. 
b) Bukti sempurna, artinya meskipun hanya ada satu alat bukti telah 
cukup bagi hakim untuk memutus perkara, bukti ini hanya dapat di 
lumpuhkan apabila dapat dibuktikan oleh pihak lawan. 
c) Bukti bebas, artinya hakim mempunyai kebebasan untuk menilai 
dengan pertimbangan yang logis. Hakim disini tidak terikat kepada 
alat bukti, terserah kepada keyakinannya, karenanya dapat 
mengesampingkan alat bukti ini dengan pertimbangannya yang 
logis. Bukti bebas ini hanya dapat dilumpuhkan oleh pihak lawan. 
d) Bukti permulaan, artinya meskipun alat bukti itu sah dan dapat 
dipercaya kebenarannya tetapi belum mencukupi syarat formil 
sebagai alat bukti yang cukup. Hakim dapat mengesampingkan alat 
bukti dengan pertimbangan logis, dan dapat dilumpuhkan dengan 
bukti lawan. Agar bukti ini sempurna masih perlu di tambah dengan 
alat bukti lain. 
e) Bukti bukan bukti, artinya meskipun nampaknya memberikan 
keterangan yang mendukung kebenaran suatu peistiwa, tetapi ia 
memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah. Ia tidak 
mempunyai kekuatan pembuktian, seperti bukti tapi bukan bukti. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, ketiga akta di bawah tangan yang dibuat 
oleh CV. Sherpa Konstruksi dengan UD. Dedi putra merupakan alat bukti 
permulaan saja, ini dikarenakan perlu dibuktikan terlebih dahulu, apakah akta 
tersebut memang di tanda tangani oleh para pihak dan mengakui isinya, maka 
perlu ada alat bukti lain agar dapat dikatakan alat bukti yang sempurna.  
  
 
Akta di bawah tangan ini baru dapat dikatakan sebagai bukti yang 
sempurna perlu, apabila memenuhi 3 kekuatan pembuktian secara fungsional.
73
 
1. Pembuktian lahir akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian lahir 
ini pada umumnya hanya dimiliki oleh akta otentik karena dibuat 
didepan notaris sehingga tanda tangan di anggap asli. Namun di 
dalam akta di bawah tangan sering terjadi tidak di akuinya tanda 
tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut dianggap benar oleh 
orang yang menandatanganinya maka di anggap benar terhadap 
siapa yang membuatnya. 
2. Pembuktian formil akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian ini 
terletak pada pengakuan yang bertanda tangan mengenai isi dari 
akta tersebut apakah merupakan suatu perbuatan yang benar yang 
telah dilakukan. Apabila di akui oleh pihak tersebut, kekuatannya 
sama dengan kekuatan akta otentik. 
3. Pembuktian materil, pembuktiannya adalah sempurna apabila telah 
di akui tanda tangan maupun isi dari akta tersebut, sehingga baik 
bagi para pihak, ahli waris adalah sebagai hal yang di anggap benar 
bagi yang mebuatnya. 
Hal ini juga di pertegas di dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :  
“ suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang 
yang   dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah 
dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta 
otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya, serta 
orang-orang yang mendapat hak dari mereka” 
 
Akta di bawah tangan ini sangat berbeda dengan akta otentik dalam hal 
kekuatan pembuktiannya, di dalam akta otentik pembuktiannya sempurna 
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sehingga meskipun hanya ada satu alat bukti telah cukup bagi hakim untuk 
memutus suatu perkara, namun akta di bawah tangan hanya sebagai bukti 
permulaan yang perlu di peroleh kebenaran melalui pengakuan terhadap tanda 
tangan yang menandatangani akta tersebut dan tentang perbuatan di dalam isi 
akta tersebut. Akta di bawah tangan ini juga dapat dikesampingkan oleh hakim 
sebagai alat bukti dengan pertimbangannya sendiri sehingga memerlukan alat 
bukti lain untuk memperkuat akta di bawah tangan ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
